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Sambutan
Kepala Badan Litbang Agama

Dewasa ini, wawasan kebangsaan dalam tataran kon-
sep maupun realitas sedang menghadapi tantangan seri-
us. Ide sparatisme seolah-olah muncul tiba-tiba sebagai
hantu vang.mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.
Pemerintah tampak semakin tidak berwibawa berhadap-
an dengan masyarakat seperti terlihat dalam berbagai
kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah. Kerukunan
hidup antarumat beragama, di negeri ini, yang di masa
lalu dibanggakan, juga sedang menghadapi persoalan se-
rius. Hampir setiap peristiwa kerusuhan sosial nuansa
konflik agama selalu terlihat baik kentara maupun samar-
samar. Ungkapan klise “aman terkendali” tak terdengar
lagi.

Pola-pola kerusuhan secara umum sebenarnya menun-
jukkan kesamaan-kesamaan meskipun pelakunya berbe-
da. Kerusuhan yang sering menyeret persoalan SARA
(suku, agama, ras dan antargolongan) seolah menjadi kata
kunci, sehingga akibat yang ditimbulkan menjadi luar bia-
sa memprihatinkan dan mengerikan. Harmonisasi kehi-
dupan yang ditampakkan selama ini seolah-olah hanyalah
semu belaka.

ix



Akar kerusuhan sejauh ini, bukanlah pertentangn aga-
ma dan etnis semata-mata, tetapi melibatkan akumulasi
dan komplikasi berbagai penyebab yang lebih kompieks
yaitu latar belakang sosial, ekonomi dan politik. Hal inj
dapat dilihat dan dikaji dari temuan hasil pelbagai peneli-
tian dan kegiatan kajian, baik yang dilakukan oleh Badan
Litbang Agama maupun oleh lembaga-lembaga lain. Ber-
kaitan dengan hal itu, hasil-hasil penelitian yang dilaku-
kan Badan Litbang Agama, khususnva sepanjang tahun
1997-1998, merupakan bahan berharga untuk menghadapi
masa depan kehidupan bangsa, khususnya kehidupan
beragama. ¥

Hasil-hasil penelitian itu sangat bermanfaat sebagai
bahan bagi terwujudnya sistem siaga dini (early warning
sistemn) agar gejala dan faktor-faktor yang dapat memicu
kerusuhan sosial dapat diantisipasi sedini mungkin. De-
ngandemikian gejala dan faktor-faktor pemicu kerusuhan
sosial baik yang tertutup maupun vang terbuka, dapat
dideteksi sejak dini pula.

Saya berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pihak-
pihak.yang memerlukan. Kepada para pelaksana, baik
Badan Litbang Agama maupun dari PPIM, vang telah be-
kerja keras sehingga buku ini terwujud, sava ucapkan teri-
ma kasih.

Jakarta, 26 Maret 1999
Kepala

Djohan Effendi
NIP 15018332
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Pendahuluan

Dalam dua-tiga tahun terakhir ini berbagai wilayah di Indo-
nesia dilanda kerusuhan sosial (riofs). Kerusuhan-kerusuh-
an itu antara lain tefjadi di Purwakarta (awal Nopember
1995); Pekalongan (akhir Nopember 1995, dan April 1997);
Tasikmalaya (September 1996); Situbondo (Oktober 1996);
Rengasdengklok (Januari 1997); Temanggung dan Jepara
(April 1997); Pontianak (April 1997); Banjarmasin (Mei
1997); Sampang dan Bangkalan (Mei 1997); Medan (April
1996); Tanah Abang (Agustus 1997); Mataram Ujungpan-
dang (September 1997); Ende di Flores, dan Subang (Agus-
tus 1997}. Kerusuhan-kerusuhan itu tampaknya merupa-
kan pendahuluan bagi kerusuhan dalam skala lebih besar
vang terjadi di berbagai kota—]Jakarta, Medan, Tengerang,
Bekasi, Bandung, Palembang, Padang, Surakarta—pada
medio Mei 1998. Kerusuhan itu berujung tumbangnya pe-
merintah Orde Baru pada 21 Mei 1998 yang telah berkuasa
selama 32 tahun.

Pergantian pemerintahan, vang ditandai oleh naiknya
BJ. Habibie sebagai presiden dan terbentuknya Kabinet Re-
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formasi Pembangunan, ternyata tidak membuat kerusuhan-
kerusuhan itu berhenti. Sebaliknya, peristiwa kerusuhan
justru semakin meluas dengar intensitas dan skala yang
semakin besar. Dimulai dari pembunuhan—bahkan pem-
bantaian—orang-orang yang diduga sebagai dukun santet
di Banyuwangi dan beberapa daerah di sekitarnya yang
berujung pada kerusuhan sosial, kerusuhan-kerusuhan itu
terus meluas ke daerah-daerah lain di luar Jawa. Yang hing-
ga sekarang masih bergejolak adalah kerusuhan Ambon.
Kerusuhan yang diidentifikasi oleh banyak kalangan sebagai
konflik antarumat beragama itu, tepatnya antara umat Is-
lam dan umat Kristen, telah berlangsung lebih dari satu
bulan, tepatya sejak har raya Idul Fitri 1999. Mekanisme
tradisional Pelz Gandong yang selama ini berhasil meredam
setiap konflik antarkelompok masyarakat di Ambon, dalam
peristiwa akhir-akhir ini sama sekali tidak menunjukkan
efektivitasnya. Belakangan, dalam konteks penjelasan ter-
hadap peristiwa-peristiwa itu, muncul istilah provokator
vang dipandang sebagai pemicu terjadinya kerusuhan-
kerusuhan sosial pasca Orde Baru.

Kerusuhan-kerusuhan itu tidak hanya menimbulkan
korban harta benda dan jiwa, vang tak kalah pentingnya
adalah merusak harmoni kehidupan masyarakat yang te-
lah terbentuk sekian lama. Referensi masyarakat heterogen
dalam wawasan kebangsaan tidak hanya menghadapi tan-
tangan serius pada tataran realitas, tetapi juga pada tata-
ran konsep. Ide separatisme kembali menguat sejalan dengan -
semakin lemahnya negara berhadapan dengan masyarakat.
Di samping itu, kerukunan hidup antarumat beragama di
neger ini yang di masa lalu sering dibanggakan juga meng-
hadapi tantangan serius karena setiap kerusuhan sosial yang
terjadi selalu menyeret aspek agama

Kerusuhan-kerusuhan yang hampir melanda seluruh
wilayah Nusantara itu secara umum memperlihatkan pola
yang hampir sama: terjadi di kota-kota, tingkat I maupun
II, atau yang lebih kecil; tidak terjadi di desa. Karena itu,
kerusuhan itu tidak dapat dikatakan sebagai agrarian re-
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oolt, meskipun para pelakunya bisa jadi orang desa, para
petani yang telah tergusur dari sektor pertanian. Kerusuh-
an ini juga tidak dapat dikelompokkan sebagai revolusi in-
dustri, walaupun para pelakunya juga melibatkan para
buruh pabrik seperti yang terjadi di Eropa Barat abad ke-
19. Kerusuhan yang melanda sebagian negeri ini merupa-
kan kerusuhan perkotaan (urban riots) yang melibatkan ba-
nyak pelaku. Melibatkan sebagian besar massa bawah perko-
taan vang merupakan paduan berbagai komponen sosial
(buruh pabrik, pekerja informal, penganggur), kultural
{santri desa-dan kelompok-kelompok yang tidak memiliki
identifikasi-?lgama), dan politik {aktivis mahasiswa, LSM),
kerusuhan yang muncul menjadi bersifat massal.

Banyak analisis menyebutkan bahwa gejala kerusuhan
itu mempunyai latar belakang yang bersifat laten, yaitu
ketimpangan sosial-ekonomi antarkelas sosial yang menga-
nga lebar. Terjadi sebuah kemarahan kolektif di kalangan
kelas sosial tertentu vang kemudian menyeret sentimen anti
kelompok amis dan kelompok agama. Tak heran jika seba-
gian erang menvimpulkan kerusuhan-kerusuhan yang ter-
jadi sebagai manifestasi fanatisme dan rasialisme. Apalagi
pemerintah sendiri sudah sejak lama menciptakan rambu-
rambu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) guna
menghindari terjadinya konflik yang dapat memicu keru-
suhan—meski hasilnya justru menjadikan SARA sebagai hal
vang sensitif di negeri ini. Akan tetapi, sampai sejauh ini,
formulasi kerusuhan sebagai manifestasi pertentanian «ga-
ma dan etnis masih banyak diragukan. Banyak pakat yang
melihat bahwa akar kerusuhan bukanlah mumni portentang-
an agama dan etnis, tetapi melibatkan penyebab-penycbab
vang lebih kompieks berlatang belakang sosial, ekonomi. dan
politik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meli-
hat fenomena kerusuhan di Indonesia. vaitu perspektif sosi-
al-vkonomi, agama, etnisitas, dan lokalitas. ti.i ini karena
mobilitas horisontal, baik melalui program transmigrasi
maupun ekspansi dagang, sebagai fenomena masyarakat
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moderen, telah melanda masyarakat indonesia. Mobilitas
horisontal itu pada gilirannya menciptakan bangunan sosi-
al yang bercorak heterogen, baik dari segi agama, etnis mau-
pun kelas sosial-ekonomi. Kondisi ini tak jarang memicu ter-
jadinya persaingan antara masyarakat lokal dan penda-
tang—-yang tak jarang dari segi etnis dan agama berbeda.
Perspektif etnisitas juga perlu mendapat perhatian tersendiri
karena hubungan antaretnis di Indonesia, terutama antara
pribumi dan non-pribumi (Cina), selama ini menunjukkan
adanya ketegangan. Bahkan ada pandangan yang menga-
takan bahwa hubungan harmonis antara kedua etnis itu
bersifat sem# balaka. Hal ini berbeda dengan hubungan an-
taretrus pribumi yang jauh lebih terjaga—meskipun tidak
selarnanya demikian, seperti kasus kerusuhan yang terjadi
di Kalimantan Barat (Madura versus Dayak). Faktor yang
kalah pentingnya adalah kondisi sosial-ekonomi masyarakat
vang masih menyisakan kesenjangan lebar. Di atas itu se-
mua, berbagai kerusuhan itu selalu menveret faktor agama
sebagai dimensi terdalam dalam diri manusia.

Berkaitan dengan itu, hasil-hasil penelitian vang dilaku-
kan Litbang Agama sepanjang 1997 merupakan bahan ber-
harga untuk menatap masa depan. Penelitian yang pada
umumnya bertemakan kerukunan hidup antarumat bera ga-
ma ituwmelihat kerusuhan sosial dari dimensi-dimensi di atas,
kecuali dimensi sosial-ekonomi yang tampaknya kurang
mendapat perhatian. Hasil-hasil penelitian itu sangat ber-
guna sebagai Sistem Kesiagaan Dini (Early Warning System)
agar gejala dan faktor-faktor yang dapat memicu kerusuh-
an sosial dapat diantisipasi. Dalam konteks ini, gejala dan
faktor-faktor yang dipandang potensial memicu terjadinya
konflik yang berujung pada kerusuhan sosial, baik yang ter-
tutup maupun terbuka, dapat dideteksi sejak dini.

Beberapa Kasus

Berikut beberapa kasus kerusuhan sosial hasil penelitian-
penelitian itu yang dapat dijadikan sebagai intro untuk
mendeteksi lebih jauh penyebab-penyebab kerusuhan sosi-
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al yang termuat di bagian berikuinya. Kasus-kasus itu an-
tara lain terjadi di Jayapura, Mataram, Medan dan Yog-
yakarta. Kota-kota tersebut dikenal memiliki tingkat plu-
ralitas dan heterogenitas masyarakat yang cukup tinggi,
dan karenanya mengandung potensi konflik—bahkan
kerusuhan sosial—lebih besar dibandingan dengan kota-
kota lain.

Komposisi penduduk kotamadya Jayapura tidak hanya
plural dari segi etnis karena besarnya kaum pendatang, teta-
pi juga plural dari segi agama. Data 1995 menunjukkan
bahwa jumlah penduduk Jayapura sebesar 186.716 jiwa,
Dari jumlah itu, tercatat 69.622 orang beragama Islam,
63.394 vrang pemeluk Krsten Protestan, selebihnya Kato-
lik (21.371 orang) Hindu (575 orang), dan Budha (425 o-
rang). Dari komposisi itu, Islam adalah agama mayoritas.
Tetapi jika jumlah pemeluk Protestan dan Katolik disatu-
kan, Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen.
Besarnya penganut Islam di fayapura mengindikasikan be-
sarnva kaum pendatang di wilayah itu, karena mavoritas
pemeluk Islam itu berasal dari Jawa dan Sulawesi.

Hal yvang hampir sama juga dapat ditemui di Mataram,
Perbedaannya, mayoritas penduduk Mataram adalah etnis
Sasak dan beragama Islam. Dari jumlah total penduduk
Mataram sebesar 251.870 jiwa, pemeluk Islam berjumlah
192.491 (76,47%), Hindu 44.261 (17,55%), Budha 6.004
(2%), Protestan 6.222 (2,3%), dan selebihnya sekitar 0.6%
beragama Katolik. Karena penduduk setempat masih men-
dominasi sektor-sektor ekonomi dan dan politik, maka po-
tensi konflik itu muncul dari sisi agama, khususnya antara
Hindu dan Islam. Meskipun demikian, konflik-konflik itu
pada umumnva dapat diselesaikan melalui lembaga-lem-
baga tradisional vang ada sehingga hdak sampai menju-
rus pada kerusuhan sosial.

Sedangkan komposisi penduduk Medan juga memperli-
hatkan gejala serupa. Total penduduk Medan berjum]ah
1.867.584 jiwa. Dari jumlah itu 65,39% beragama Islam,
18,99% Protestan, 4,73% Katolik, 9,22% Hindu, 1,56%
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Budha, sedangkan 1,10% sisanya menganut kepercayaan
lain-lain. Masyarakat Medan tergolong muitietnik sehing-
ga tidak ada budaya etnis tertentu yang mendominasi. Kon-
Hik agama yang muncul bervariasi antara konflik antaru-
mat beragama dan intern umat beragama. Meskipun demiki-
an, konflik ita—sampai 1997—tidak pernah menyulut ke-
rusuhan dalam skala besar.

Sementara komposisi penduduk Yogyakarta dari segi
agama tercatat penganut Islam sebesar 2.901.699 orang,
136.600 Katolik, 85.640 Protestan, 15.400 Hindu, dan 1.874
Budha, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 275 orang peme-
luk agama lain-lain. Mavoritas penduduk Yogva adalah
suku Jawa, dan selebihnya pendatang dari berbagai dae-
rah di [ndonesia. Mengingat posisinya sebagai kota pelajar
dan budava, Yogya dikenal sangat muitietnis karena ba-
nyak kaum pendatang. Akan tetapi karena dominannya
budava fawa, hampir-hampir tidak pernah terdengar kon-
flik etnis. Di Yogya, hegemoni budava Jawa boleh dikata-
kan sangat kuat.

Di kota-kota tersebut, yang kompisisi penduduknya, baik
dari segi agarma maupun etnis sangat plural dan heterogen,
ternvata tidak timbul kerusuhan sosial dalam skala besar.
Oleh karena itu, berkaitan dengan kota-kota tersebut dapat
dikatakan bahwa pada umumnya masalah lokalitas dan
etrusitas tidak tidak menjadi memicu kerusuhan sosial. Akan
tetapi, bukan berarti masalah lokalitas tidak periu diwas-
padai lagi. Bukan hanva karena aspek lokalitas dan etnisi-
tas di kota-kota tersebut belum terselesaikan secara tuntas,
lebih dari itu klaim penduduk setempat dan kaum penda-
tang masih menjadi identitas yang dipandang penting di
dalam interaksi sosial. Apalagi konflik-konflik yang bersum-
ber dari masalah-masalah itu masih terjadi

Pada prinsipnya, penduduk setempat seperti orang Jawa
di Yogyakarta, orang Sasak di Pulau Lombok, dan suku asli
Jayapura tidak memandang kaum pendatang sebagai an-
caman. Apalagi kehadiran kaum pendatang itu bersamaan
dengan gencarnya program pembangunan vang dicanang-



Sistem Siaga Dinj

kan pemerintah. Persoalan baru mengemuka ketika kaha-
diran kaummendatang itu diikuti dengan marginalisasi pen-
duduk setempat—dengan alasan apapun. Kehadiran orang
Jawa di Jayapura misalnya baru menjadi sensitif ketika
muncul isu Jawanisasi, bahkan Islamisasi masyarakat Irian
Jaya. Demikian juga ketegangan antara orang Sasak dan
orang Bali di Mataram menjadi semakin menajam ketika
muncul persepsi bahwa yang pertama terdesak secara eko-
nomis dan terpinggirkan dalam penguasaan lahan.

Di Yogyakarta dan Medan masalah lokalitas tidak men-
jadi masalah penting. Pada yang pertama, disebabkan orang
Jawa tetap-mayoritas dan pada umumnya, baik secara
ekonomi dan sosial, tidak terpinggirkan—sebagaimana ka-
sus Jayapura. Sedang pada yang kedua, disebabkan tidak
adanya etnis mayoritas sehingga setiap etnik memiliki hak
yang seimbang, kecuali sumber daya ekonomi yang me-
mang didominasi oleh etnis Cina. Perlu digarisbawahi bah-
wa soal ekonomi ini tak jarang mengkondisikan masyarakat
kepada sikap anti-Cina yang bukan mustahil dapat memicu
kerusuhan sosial. Kerusuhan Medan yang terjadi pada
1998, diakui oleh para pakar ilmu sosial lebih bersumber
pada persoalan-persoalan politik dari sumber-sumber lain-
nya.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Politik

Hal penting yang diungkap di sini adalah lokalitas in-it-
self(dalam dirinya sendiri) bukan penyebab kerusuhan, baik
antaretnis maupun‘antaragama. Lokalitas akan mengun-
dang konflik dan kerusuhan jika terdapat ketidakadilan
dalam (1) pembagian sumber daya ekonomi dan (2) parti-
sipasi dalam pengambilan keputusan. Dua hal itu dapat
menyatukan sentiman-sentimen lokalitas dan etnisitas. Ke-
tika menggumpal, maka akan mengarah pada upaya mela-
wan kelompok lain yang dianggap sebagai pihak yang ber-
tanggung jawab.

Faktor-faktor lokalitas, etnisitas, bahkan agama sekalipun
dalam dirinya sendiri tidak bisa dipandang sebagai penyu-
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lut konflik, apalagi jika suatu masyarakat telah memiliki
pengalaman pluralitas. Di sini faktor sejarah masyarakat
menjadi sangat menentukan. Suatu masyarakat yang dalam
sejarahnya bercorak kosmopolit akan lebih stap menghadapi
perbedaan antarmasyarakat, baik perbedaan etnis maupun
agama. Faktor-faktor tersebut bary berpotensi menyulut
konflik dan kerusuhan jika terdapat faktor-faktor lain yang
mendorong, terutama faktor ekonomi dan politik. Berkaitan
denganitu, para pengambil kebijakan, baik pemerintah, lem-
baga-lembaga keagamaan maupun akademis, harus selalu
mengarahkan perhatiannya pada kondisi sosial-ekonomi
dan politik vis-a-vis tingkat pluralitas masyarakat.

Sistem Kesiagaan Dini

Buku ini disamping akan menelusuri kondisi dan pemicu
konflik dan kerusuhan sosial dari aspek-aspek lokalitas, et-
nisitas, dan agama, juga akan menfokuskan perhatiannya
pada aspek sosial-ekonomi dan politik. Aspek yang tera-
khir ini bahkan akan lebih banyak disorot karena aspek inilah
yang diduga menyeret aspek-aspek lain dalam setiap kon-
flik dan kerusuhan sosial yang selama ini terjadi. Selanjut-
nya, akan diuraikan kasus-kasus konflik dan kerusuhan so-
sial yang meledak di beberapa daerah atau daerah-daerah
heterogen yang harmonis berdasarkan tiga penelitian: Per-
tama, penelitian Lokalitas, Etnisitas dajam Hubungan Antar-
umat Beragama yang dilakukan oleh Departemen Agama
(Depag) bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-ilmy Sosial
(YIIS) pada 1997. Kedua, penelitian Perilaky Kekerasan Kolek-
tif: Kondisi dan Pemicy yang dilakukan Pusat Penelitian dan
Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM bekerjsama
dengan Depag (1997). Dan ketiga, penelitian Kerukunan
Hidup Antarumat Beragama yang dilakukan Pusat Pengka-
jian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta bekerjasa-
ma dengan Depag. Ketiga penelitian itu dilaksanakan
dalam waktu berdekatan dengan tema dan lokasi yang
saling melengkapi. Oleh karena itu, ketiganya dipandang
mencukupi sebagai titik tolak penulisan ini.
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Pada bagian terakhir akan diuraikan faktor-faktor yang
pertu diwaspadai karena diduga dapat mengkondisikan,
bahkan memicu kerusuhan sosial. Uraian tersebut diharap-
kan menjadi semacam sistem kesiagaan dini bagi para peng-
ambil kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Sistem
kesiagaan dini merupakan bagian dari usaha pemerintah
untuk mencegah meletusnya kerusuhan sosial yang berla-
tar belakang etnis maupun agama. Meskipun demikian,
sebagat sebuah sistem, seluruh faktor yang dipandang po-
tensial mengkondisikan, bahkan memicu konflik dan keru-
suhan sosial,,akan mendapat perhatian vang sama. Kare-
na itu, foku$ penulisan ini, seperti disebutkan tidak hanva
etnis dan agama, tetapi juga meliputi lokalitas dan dispar-
itas ekonomi.

Sistem Kesiagaan Dini diharapkan dapat menjadi bah-
an pertimbangan pemerintah, pusat dan daerah, dalam
merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bidang-
bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan agama.
Lebih dari itu, dengan sistem tersebut diharapkan konflik
dan keérusuhan sosial yang akhir-akhir ini menjadi gejala
di tanah air sejauh mungkin dapat dihindari atau dimini-
malisir.
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Kerusuhan Sosial

Beberapa Asumsi

Konflik dan kerusuhan (riots) sosial yang meledak di be-
berapa kota di Indonesia belakangan ini tidak berlangsung
dalam ruang kosong. Konflik dan kerusuhan itu terjadi
dalam realitas sosial dan politik tertentu. Oleh karena itu,
analisis terhadap setiap konflik dan kerusuhan sosial yang
meledak tidak cukup hanya dengan melihat aktor-aktor
vang terlibat di dalamnya, baik dari perspektif etnisitas
maupun agama. Analisis konflik dan kerusuhan harus juga
memperhatikan faktor-faktor seperti sosial, politik, dan
ekonomi. Faktor-faktdr sosial, politik, dan ekonomi meru-
pakan infrastruktur tefjadinya konflik dan kerusuhan so-
sial. Sementara etnisitas dan agama dapat dipandang se-
bagai faktor komplementer yang menambah semakin
mengerasnya kelompok maupun aktor yang terlibat kon-
flik dan kerusuhan, apalagi dalam masyarakat mejemuk
(heterogen) seperti Indonesia. Memang etnisitas dan aga-
ma bisa menjadi sumber konflik dan kerusuhan sosial, teta-
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pi ia lebih sering membutuhkan infrastruktur lain untuk
terjadinya konflik dan kerusuhan sosial daripada faktor
yang berdiri sendiri. Apalagi dalam sejarah masyarakat
Indonesia yang mejemuk konflik dan kerusuhan sosial
yang terjadi senantiasa melibatkan faktor-faktor yang le-
bih kompleks dari sekadar soal etnis dan agama. Akan teta-
pi, perlu tetap digarisbawahi bahwa mesyarakat majemuk
lebih membuka peluang terjadinya konflik sosial daripada
masyarakat yang homogen—meski pada era moderen
sekarang masyarakat homogen hampir mustahil ditemu-
kan.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah realitas vang
baru terbentuk. Kemajemukan dari segi etnis, budaya, ba-
hasa, dan agama, merupakan realitas sejarah yang sudah
berlangsung lama di negeri ini. Sejak masa-masa kerajaan,
penjajahan, dan kemerdekaan kemajemukan telah menja-
di salah satu ciri bangsa Indonesia. Kemajemukan itu tidak
hanya meliputi agama, tetapi juga etnis, adat istiadat, dan
bahasa. Di samping itu, penduduk Indonesia tersebar di
pulau-pulau- dengan komposisi yang tidak merata; ada
pulau yang relatif kecil, tetapi padat seperti pulau Jawa—
luasnya hanya 6,89% dan dihuni 59,99%; sebaliknya pu-
lau Irian Jaya yang luasnya 21,99% hanya dihuni 0,92%
penduduk. Data 1993 menunjukkan bahwa tingkat kepa-
datan penduduk di pulau jawa adalah 814 jiwa per kilo-
meter persegi, sementara di Irian Jaya untuk ukuran luas
yang sama hanya dihuni 4 jiwa saja. ,

Selanjutnya dari segi jumlah dan komposisi pemeluk
agama juga menampakkan tingkat keragaman yang rela-
tif besar, Persebaran dan komposisi penganut agama di
Indonesia (BPS, 1990) adalah: Islam 87,21% (156.318.610
jtwa); Protestan 6,04% (10.820.769 jiwa); Katolik 3,58%
(6-411.794 jiwa); Hindu 1,83% (3.287.309 jiwa); Buddha
1,02% (1.840.693 jiwa); lain-lain 0,32% (568.608 jiwa). Jum-
lah penduduk Indonesia pada tahun itu sebanyak 179.247.
783 jiwa. Penyebaran penganut agama itu tidak merata.
Mayoritas penganut Islam tersebar di Sumatera, Jawa, Ma-
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dura, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumbawa, dan pu-
lau-pulau di Maluku Utara. Penganut Kristen mayoritas
tersebar di Irian Jaya; Katolik di pulau Flores, Timur Timur;
dan mayoritas Hindu tersebar di pulau Bali.

Dalam dirinya sendiri, sebagaimana diperlihatkan se-
jarah Indonesia di masa lampau, kemajemukan itu tidak
menimbulkan konflik masyarakat, apalagi kerusuhan sosi-
al. Sebaliknya bahkan menjadi himpunan kekuatan bang-
sa dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Kemaje-
mukan itu malah telah menjadi slogan persatuan dan ke-
satuan bangsa: Bhineka Tunggal Ika.

Dengan titik tolak bahwa kemajemukan itu merupakan
kekayaan dan modal bangsa, bukan malah menjadi beban,
maka konflik dan kerusuhan sosial di Indonesia harus dili-
hat lebih dari itu. Meskipun demikian, karena sejarah se-
bagai masyarakat mejemuk itu tidak dialami oleh seluruh
masyarakat Indonesia, maka kamajemukan tetap harus di-
pandang sebagai faktor sekaligus kondisi yang dapat me-
nimbulkan konflik antarmasyarakat. Di samping memper-
hatikan faktor kemejermukan masyarakat, analisis terhadap
konflik dan kerusuhan sosial harus lebih memperhatikan
realitas sosial dan politik yang tengah berjalan daripada
murni sebagai konflik antar kelompok-kelompok masyarakat
yang dipicu oleh kemajemukan in itself. Oleh karena itu,
dalam menjelaskan fenomena konflik dan kerusuhan di In-
donesia faktor sosial dan politik, termasuk kebijakan yang
diformulasikan pemerintah dalam pembangunan bidang
agama, menjadi sangat signifikan.

Sampai sejauh ini, secara umum terdapat dua jenis anali-
sis yang mencoba menjelaskan fenomena kerusuhan sosial
di Indonesia. Pertama, kelompok teoritisi yang berpenda-
pat bahwa kerusuhan sosial—yang melibatkan tindak keke-
rasan—merupakan reaksi emosional terhadap gangguan
dari luar. Kelompok teoritisi ini lebih menekankan aspek
psikologis dalam merinci dan menjelaskan fenomena keru-
suhan sosial. Kedua, kelompok pendukung argumen instru-
mentalis yang memandang kerusuhan sosial—yang meli-
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batkan tindak kekerasan—merupakan hasil dari kalkulasi
strategis dan keputusan taktis. Kelompok ini lebih memfokus-
kan aspek politis dalam menjelaskan fenomena kerusuhan
sosial.

Pandangan dua kelompok besar itu sama-sama menga-
ndung kebenaran: faktor psikologis dan politis sama-sama
bekerja dalam menciptakan kondisi bagi meletusnya keru-
suhan sosial. Karena itu, mengabaikan salah satunya bu-
kan hanya tidak adil, tetapi juga salah karena lebih mene-
kankan aspek yang satu dibandingkan yang lain. Untuk
mendapatkan penjelasan yang komprehensif, seluruh fak-
tor yang dipghdang kontributif, atau memiliki kaitan, de-
ngan peristiwa kerusuhan sosial harus mendapat porsi per-
hatian yang seimbang.

Kondisi-kondisi Umum
Kebijakan Orde Baru dalam Pembangunan Ekonomi

Kerusuhan sosial tidak bisa dipisahkan dari kondisi so-
sial-politik negara ini di bawah pemerintahan Orde Baru.
Selama berkuasa lebih dari 30 tahun, pemerintah Orde Baru
telah melancarkan kebijakan pembangunan bidang sosial,
ekonomi, politik, budaya, dan agama. Pembangunan yang
dicanangkan pemerintah Orde Baru, karena sifat antitesis-
nya terhadap kebijakan yang digulirkan pemerintah Orde
Lama, lebih menekankan bidang pembangunan ekonomi.
Pembangunan bidang-bidang yang lain disubordinasikan
ke dalam bidang ekonomi. Dalam melaksanakan pemba--
ngunan ekonomi, pemerintah Orde Baru menempuh jalan
modernisas atau devepmentalisme dengan corak pemba-
ngunan yang sangat pfagmatis. Ini ditempuh dengan me-
masuki kapitalisme global melalui pemberian kesempatan
yang besar terhadap masuknya modal asing. Bukan suatu
yang luar biasa jika undang-undang pertama yang diter-
bitkan oleh pemerintah Orde Baru adalah tentang penanam-
an modal asing, yaitu UU No.1/1967.

Membanjirnya modal asing ke Indonesia men gakibatkan
industrialisasi dan perdagangan di negert ini mengalami
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pertumbuhan pesat. Perkembangan ini segera diikuti oleh
perpindahan penduduk dari desa ke kota karena besarnya
kesempatan kerja yang tersedia di kota. Sektor pertanian
sendiri, dalam kebijakan Orde Baru, diletakkan sebagai bagi-
an dari industrialisasi dan perdagangan sehingga program-
program yang dicanangkan justru lebih berpihak pada
kalangan pengusaha dan pedagang daripada petaninya
sendiri. Akibatnya, sektor ini tidak hanya menjadi kurang
menarik bagi kalangan generasi muda desa, tetapi juga
kurang menjanjikan dari segi ekonomi. Kondisi ini segera
memicu urbanisast dan mengkonsentrasikan penyebaran
penduduk ké kota-kota besar.

Akan tetapi, penduduk desa yang bermigrasi ke kota-
kota itu tidak seluruhnya memiliki keahlian dan ketrampilan
vang dibutuhkan di kota besar. Bagi yang dibekali ket-
rampilan, tenaga kerja mereka segera terserap ke sektor-
sektor industri di kota, sementara yang tidak memiliki ket-
rampilan menjadi kelompok marginal di kota. Sebagian
mereka bekerja di sektor-sektor informal, buruh lepas, dan
sebagainya. Mereka inilah yang kemudian tinggal di
perkampungan-perkampungan kumubh (slum areas) di kota-
kota. Sementara itu, pada saat yang sama industrialisasi
vang dilancarkan berhasil mengubah wajah fisik perkotaan,
kalangan pemilik modal, dan kaum profesional. Secara fisik
kota mengalami perubahan besar dengan berdirinya ge-
dung-gedung baruy, jalan-jalan yang luas dan lebar, pu-
sat-pusat perbelanjaan, dan fasilitas transportasi yang rela-
tif moderen. Sejalan dengan suksesnya program industrial-
isasi, kaum pemilik modal dan para profesional juga se-
makin menikmati kelimpahan ekonomi. Pada saat yang
sama frickle dotwn effect yang diharapkan tidak kunjung ter-
wujud. Akibatnya, fasilitas fisik perkotaan itu hanya mam-
pu dijangkau dan dinikmati oleh kaum pemilik modal dan
para profesional, sementara kebanyakan masyarakat
perkotaan, apalagi kaum migran desa yang bekerja di sek-
tor informal, semakin terpinggirkan. Mereka hanva menik-
mati sedikit saja hasil pembangunan ekonomi vang dilan-
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carkan pemerintah.

Arus perpindahan penduduk itu tidak hanya dari desa
ke kota, tetapi juga terjadi antarpulau dan suku bangsa.
Pemerintah bahkan menyelenggarakan program ini secara
sistematik melalui transmigrasi sebagai bagian dari pem-
erataan penyebaran penduduk. Program transmigrasi ini
tak jarang menimbulkan masalah hubungan antara etnisi-
tas dan lokalitas di berbagai daerah di Indonesia, teruta-
ma di luar Jawa. Secara umum, program transmigrasi
memang berhasil, tetapi di antara efek samping dari pro-
gram ini adalah tumbuhnya persaingan, terutama di bi-
dang ekonomi antara kaum pendatang dan penduduk
lokal. Persaingan itu tak jarang dapat memicu konflik dan
kerusuhan sosial. Kasus kerusuhan Sambas, Kalimantan
Barat, yang berlangsung antara masyarakat Dayak versus
Madura (1999) merupakan contoh yang cukup representatif.

Lepas dari itu, melalui pembangunan ekonomi yang
terkonsentrasikan di kota-kota, pada masa pemerintah
Orde Baru telah terbentuk mayarakat “heterogen baru”
vang tidak pernah terbayangkan sebelumnya—beserta tun-
tutan-tuntutan infrastruktur dan norma-norma sosial yang
baru pula.

Secara sederhana itulah gambaran kebijakan ekonomi
yang dilancarkan pemerintah Orde Baru. Akibat yang tim-
bul dari kebijakan ini adalah semakin lebarnya disparitas
pendapatan antarmasyarakat. Pada gilirannya hal itu mem-
bawa akibat-akibat sosial yang sebelumnya tidak pernah
terjadi. Kesenjangan ekonomi yang lebar mengakibatkan
semakin tegasnya perbedaan kelas-kelas sosial dalam masya-
rakat sehingga menjadi rawan konflik. Apalagi jika kesen-
jangan itu kemudian ditambah faktor-faktor lain, terutama
yang bersifat psikologis dan teologis seperti perbedaan et-
nis dan agama.

Kebijakan Pembangunan Bidang Politik

Kebijakan pembangunan ekonomi, sebagaimana digam-
barkan di atas, dibarengi dengan langkah-langkah penting
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di bidang politik. Dalam merancang pembangunan politik,
terdapat dua kata kunci yang dipergunakan Orde Baru,
yaitu depolisitasasi dan deideologisasi partai-partai politik.
Konstruk lama partai-partai politik, termasuk yang ber-
haluan agama, mulai memudar ketika pemerintah Orde
Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian pada Ja-
nuari 1973. Dengan pengecualian Golkar, pemerintah
mendesak agar kesembilan partai yang mengikuti Pemilu
1971 bergabung ke dalam dua partai politik baru. Dalam
kerangka ini, keempat partai Islam difusikan ke dalam Par-
tai Persatuan Pembangunan (PPP). Lima yang lainnya, yang
pada dasamva terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kris-
ten, ditusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Meskipun dipandang dari segi agama adalah sama, PPP
dalam perkembangannya mengalami banyak perpecahan
internal yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja poli-
tisnya. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di lingkung-
an PDI. Belakangan, menjelang jatuhnya pemerintahan
Orde Baru, PDI bahkan sudah pecah menjadi “PDI Pe-
merintah” dan “PDI Perjuangan”.

Proses depolitisasi itu diperkuat dengan penerapan kon-
sep massa mengambang (floating mass) di mana aktivitas-
aktivitas partai di tingkat desa dan kecamatan hampir
sepenuhnya dilarang. Dalam Pemilu 1977, PPP berhasil
memperoleh lebih banyak suara (29,29%, dibandingkan
dengan 27,12% pada 1971). Tetapi perpecahan yang terus
berlangsung dalam tubuh PPP, terutama semasa kepe-
mimpinan John Naro, di samping strategi pemerintah un-
tuk secara intensif mengkooptasi banyak tokoh dan intelek-
tual Muslim, memperlémah kekuatan PPP dalam pemilihan
umum. Demikianlah, sebagai hasil dari campur tangan
pemerintah dalam pemilihan umum 1982 dan 1987, PPP
hanya memperoleh masing-masing 27,78% dan 15,97%
suara.

Depolitisasi dan deideologisasi itu jelas menimbuikan
kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama kalangan
masyarakat yang politically litered. Apalagi hal itu ditam-
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